
Mengapa ISO 
37001 penting
diterapkan di 
Korporasi - BUMN

SELY MARTINI - 2020



Title Lorem Ipsum 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 

CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 

NUNC VIVERRA IMPERDIET ENIM. 

FUSCE EST. VIVAMUS A TELLUS.

PELLENTESQUE HABITANT MORBI 

TRISTIQUE SENECTUS ET NETUS.
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TPK Berdasakan Jenis Perkara Per Periode KPK, 2004 - 2019 

PBJ (206)

Perijinan (23)

Penyuapan (683)

Pungutan (26)

Penyalahgunaan Anggaran (48)

TPPU (37)

Merintangi Proses KPK (10)

Sumber : visi integritas diolah dari laporan KPK RI 



Jika dilihat dari instansi TPK yang ditangani oleh KPK, maka selama periode 2004 sampai 2019 terdapat 826 kasus :

◦ Pada Kementerian dan Lembaga (K/L) sebanyak 365 atau setara dengan 44,2% .

◦ Pada pemerintahan daerah kabupaten atau kota sebanyak 155 (18,8%)

◦ Pada pemda tingkat provinsi sebanyak 139 (16,8%).

◦ Dan pada BUMN/D sebanyak 73 kasus (8,8%).  
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TPK berdasakan Instansi Per Periode KPK, 2004 - 2019 

DPR/DPRD (74)

K/L (365)

BUMN/BUMD (73)

Komisi (20)

Pemprov (139)

Pemkab/Pemkot (145)

Sumber : visi integritas diolah dari laporan KPK RI 
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Tujuh Tindak Pidana Korupsi

1. korupsi yang merugikan keuangan negara; 

2. Suap-menyuap

3. Penggelapan dalam jabatan;

4. Pemerasan; 

5. Perbuatan curang;

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 

7. Gratifikasi. 



Suap

AKTIF PASIF

Menawarkan Menerima

Menjanjikan Meminta

Memberikan



Beda Suap 
dan 
Gratifikasi

a. Suap dapat berupa janji, sedangkan
gratifikasi merupakan pemberian dalam arti
luas dan bukan janji. 

b. Suap ada unsur “mengetahui atau patut
dapat menduga” sehingga ada intensi atau
maksud untuk mempengaruhi pejabat publik
dalam kebijakan maupun keputusannya. 

c. Jadi gratifikasi yang dianggap suap dibatasi 
unsur-unsurnya, yaitu:
• Gratifikasi tersebut berhubungan dengan 

jabatan pegawai negeri atau penyelenggara 
negara yang menerimanya.

• Gratifikasi tersebut berlawanan dengan 
kewajiban atau tugas dari pegawai negeri 
atau penyelenggara negara yang 
menerimanya. 
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PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

BAB III, Bagian1, Pasal 4
Pertanggungjawaban PidanaKorporasidan Pengurus

(1)Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi
dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi

(2) Dalam menjatuhkan pidana Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi .

a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana
tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;

c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah
dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna
menghindari terjadinya tindak pidana
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ISO 37001 – SMAP 2016

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

❑Sistem yang dirancang untuk menaati perundang-undangan 

serta memiliki kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan 

menangani resiko penyuapan. 

❑SMAP merupakan tools untuk melawan suap dan membangun 

budaya anti-suap di perusahaan/organisasi.



ISO 37001 – SMAP 2016

❑Pedoman penggunaan yang dirancang untuk membantu organisasi 

membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program 

kepatuhan anti-penyuapan. (PDCA : Plan - Do - Check -Act)

❑SMAP mencakup serangkaian tindakan dan kontrol yang mewakili 

praktik global anti-penyuapan yang baik.









Manfaat SMAP Bagi Organisasi

❑Membantu perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani

potensi penyuapan

❑Mensejajarkan diri dengan values yang dimiliki perusahaan – perusahaan

mancanegara

❑Terhindar dari kasus korupsi dan kerugian akibat investigasi oleh aparat

penegak hukum yang dapat menurunkan reputasi perusahaan

❑Perusahaan akan semakin meningkat kredibitasnya baik di mata publik, 

pelanggan, dan investor dalam negeri maupun luar negeri

❑Meminimalkan financial losses dan meningkatkan financial gains melalui

berbagai upaya efesiensi. 



Apakah Penggunaan SMAP Melindungi 
Dari Penuntutan Jika Terjadi Suap?

a. Penggunaan SMAP -dengan atau tanpa sertifikasi pihak ketiga-, tidak menawarkan 

perlindungan absolut terhadap penuntutan organisasi untuk penyuapan yang terjadi dalam 

ruang lingkup kegiatannya. 

b. Namun, SMAP dapat berfungsi sebagai bukti organisasi telah menerapkan langkah-langkah 

yang memadai untuk mencegah penyuapan

c. SMAP bisa menghindarkan perusahaan dari Pemidanaan Korporasi

d. Bukti ini dapat diperkuat oleh sertifikasi pihak ketiga.



Pengalaman
Visi Integritas
dalam
implementasi
ISO 37001

•Pelatihan Umum 

•Pelatihan In-House

Pelatihan SMAP : 

Pra-Pendampingan

Pendampingan Implementasi 
SMAP di institusi/lembaga
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